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1.0 TUJUAN
Tujuan diberlakukannya Prosedur Mutu Pelayanan Informasi Pu bliki adalah sebagai pedoman
dalam melakukan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, m( dah;, sederhana, transparan,

akuntabel dan mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur Mutu Pelayanan Informasi Publik dimulai dari Proses F1’e gelolaan Permohonan

Informasi Publik, Pengelolaan Keberatan atas Informasi, Penanganan Sengketa Informasi

3.0

Publik, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dDI
1
Konsekuensi, hingga Pendokumentasian Informasi yang Di ecuiali

lingkungan PT Angkasa Pura | (Persero) baik di Kantor Pusat maupun ‘dl

DEFINISI
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

|
1
I

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan lang uné PE
: |

dan/atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.|

Daftar Informasi Publik (DIP) adaiah catatan yang berisi keteira

tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah p ng:uas
termasuk Informasi yang dikecualikan.
Direksi adalah Direksi Perusahaan PT Angkasa Pura | (Persero).

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-ta

), Pengujian tentang
kan yang berlaku di

Cantor Cabang.

2D yang bersangkutan

ngan secara sistematis

aan Perusahaan, tidak

hda yang mengandung

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan ﬁllar

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sec?ra
nonelektronik. |
Informasi Berkala adalah informasi yang wajib diumumkan sjec
lambatnya satu kali dalam setahun yang meliputi informasi yan:g b
Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terks

laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam pert

|

format sesuai dengan

elektronik ataupun

ara berkala, selambat-
brkaitan dengan Badan
hit, informasi mengenai

ndang-undangan.
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3.6. Informasi Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat djakses oleh Pemohon

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Informasi Publik atau informasi yang apabila dibuka |dapat

menghambat proses

penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan sebagain
|

dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor ll‘l t3

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, c{like

diterima oleh Perusahaan yang berkaitan dengan penyelenggara

ya sebagaimana diatur

hun 2008.

lola, dikirim, dan/atau

dan penyelenggaraan

negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

eterbukaan informasi

publik, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentin ganip blik.

Informasi Serta Merta adalah informasi yang dapat me

banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang

dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yan% k
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. ‘

Informasi Tersedia Setiap Saat adalah daftar seluruh inform?si

bawah pengawasan Badan Publik, tidak termasuk informas

Klasifikasi Informasi Publik adalah penetapan informasi ise

dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahy

Informasi Publik.

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyi
penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Ps
Pembina PPID Cabang adalah General Manager pada mas
Angkasa Pura | (Persero).
Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara Indons
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik
Keputusan ini.

Pengguna Informasi Publik adalah orang atau badan

Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

nga;nc

berwe
!

yang g
{

n zci)os

panan

m hajat hidup orang
nang memberikan izin

bgiatannya berpotensi

publik yang berada di
ikecualikan.
pagai informasi yang

Tentang Keterbukaan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selj‘njutnya disebut PPID adalah

. pendokumentasian,

rrusahaan.

ing-]masing kantor cabang PT

asiajda n/atau badan hukum

< sepagaimana diatur dalam

hu Iunn yang menggunakan
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3.15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konseku

Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempe
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi ke

daripada membukanya atau sebaliknya.

bnsiyang timbul apabila suatu

penLcin

rtimlbaLgkan secara seksama

an yang lebih besar

3.16. Perusahaan adalah PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai bagdan |puplik yang menyediakan

3.17. Petugas Informasi Personil yang bertugas melayani langsur

informasi publik.

secara langsung maupun melalui media online yang tersed

3.18.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjad

perundang-undangan.

3.19. Tim Fasilitas Sengketa Informasi adalah tim internal per

3.20. Uji Konsekuensi adalah (ini udah ada di poin 3.15, artinya s

4.0 DOKUMEN REFERENSI

4.1

4.2

4.3

membantu menyelesaikan persoalan yang timbul akibat ad

pemohon informasi,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahur

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indones

g pe%rmohonan informasi baik

a.

antafa Perusahaan dengan
i

Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi ublik yang berkaitan dengan

hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan

sahfaa1 yang bertugas untuk

anya;l keberatan informasi dari

ama;)
|
|

1 2003|tentang Badan Usaha
ia Tahun 2003 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nlom(?r 4297);Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang P
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Repubik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tah
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Repubik iIndonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahu

erse;roan Terbatas (Lembaran

|
Tambahan Lembaran Negara

un QO:)? tentang Perseroan

2007 Nomor 106, Tambahan

n 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik {(Lembaran Negara Republik Indonesia|Tdhun 2008 Nomor 61,

Revisi : 00
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.0 URAIAN PROSEDUR

A. Pengelolaan Permohonan Informasi

5.1

5.2

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomof 4846); Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelakspnaan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambaha
Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentz
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Negara Republik Indonesia Nomor 1) ;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tent

n Lt-::-mbaran Negara Republik

|
|

ng S,ta hdar Layanan Informasi

Non;'nou 272, Tambahan Berita

ng FTengklasifikasian Informasi
I

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Akta Pendirian PT Angkasa Pura | (Persero) Nomor 1 anéga 2 Januari 1993 (Berita

Negara Republik indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Ta balﬁan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kaili diubah terakhir dimuat

dalam Akta Nomor 55 tanggal 27 Maret 2019 yang Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Siste
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Al
28 Maret 2019, dan perubahan susunan Direksi terak
15 tanggal 15 Maret 2018 dan Akta Nomor 01 tanggal
Keputusan Direksi PT Angkasa Pura | (Persero) No

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Ang

Petugas Informasi PT Angkasa Pura | (Persero) kantor
menerima permohonan informasi publik dari pemohon
melalui surat permohonan yang dikirimkan via pos, {
PT Angkasa Pura | (Persero).

Petugas Informasi kantor pusat dan/atau kantor caba

yang diminta dan kelengkapan pendukungnya. Apabil

|

m A“d inistrasi Badan Hukum

-IU-/i\H.01.03-0175898 tanggal

hir diin‘luat dalam Akta Nomor
2 Juli 2018;
’nor: KEP.101/0M.01.01/2018

kasa Pura | (Persero).

>usarc dan/atau kantor cabang
/ang datang langsung ataupun

fax, lemail, dan website PPID

ng mengidentifikasi informasi

B informasi tercantum dalam

Revisi : 00
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5.3

5.4

‘ 5.5

Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan diproses

memberikan pemberitahuan tertulis sebagai bukti diter

informasi tidak tercantum dalam DIP maka Petugas

Inform

depgan terlebih dahulu

many3 permohonan. Apabila

ny4

si memberikan surat

pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi sebag?i ukti keterangan tidak

tersedianya informasi. Adapun kelengkapan dokumen u:i1tu setiap permohonan

informasi meliputi :

5.2.1 Perorangan : Melengkapai syarat dokumen bernupa) fotokopi kartu identitas,

formulir permohonan informasi, surat permohon
5.2.2
fotokopi identitas yang dikuasakan, formulir g
permohonan informasi.
5.2.3 Instansi / Badan Hukum
Kemenkumham, fotokopi identitas pemohon, for

surat permohonan informasi dari instansi terkait

o .
an infqrmasi.

Kelompok : Melengkapi syarat dokumen berupa' strat kuasa kelompok,

ermo

) onan informasi, surat

: Scan akta pendifian1 instansi yang disahkan

mullir permohonan informasi,

PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menyampaikah permohonan informasi

yang diminta pemohon informasi kepada unit pemilik informasj atau dokumentasi.

PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang memberika
informasi:
5.4.1
proses selanjutnya (poin 5.5)
5.4.2
pemberitahuan kepada Pemohon Informasi.
PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menganalis3
untuk dilakukan pertimbangan atau uji konsekuensi dari
5.5.1
Tim PPID melakukan diskusi untuk menentukan
akan diproses lanjut atau tidak.

5.5.2

maka dilanjutkan ke proses selanjutnya (Poin 5.6).

Apabila informasi yang diminta dimiliki atau tersedis

Apabila diperlukan untuk dilakukan pertimbangan atat

n jawdban atas permohonan

maka dilanjutkan ke

Apabila tidak dimiliki atau tidak tersedia maka jPPlD memberikan surat

inf%)rn1asi apakah diperlukan
Tirr‘r PPID masing-masing.
uji konsekuensi maka

apakah permintaan informasi

Apabila tidak diperlukan untuk dilakukan pertimbarilgan atau uji konsekuensi

Revisi : 00

Hailaman :

7-15
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5.6 PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menyampaikan
5.7 PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menyiapkan sal

5.8 PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menyiapk
5.9 PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang memeriksa| dan ]
5.10 PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menyampailfar
5.11 Petugas

5.12 Petugas Informasi kantor pusat dan/atau kantor caba;mg

B. Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

5.1 Petugas Informasi kantor pusat dan/atau kantor cabang

5.2

53

kembali kepada unit pemilik informasi / dokumentasi tersebut

Atasan PPID dan/atau Pembina PPID untuk kantor cabajlg.

permintaan informasi

nan informasi kepada

n draft jawaban tertulis atas

permohonan informasi kepada Atasan PPID untuk kantor pusat dan/atau Pembina

PPID untuk kantor cabang dengan dibantu oleh Petugas|inform

draft Pemberitahuan Tertulis. ‘

tertuiis yang telah diparaf dan salinan informasi kepjad

ditandatangani dan meneruskannya kepada Petugas |In
dan/atau Kantor Cabang. ‘
Informasi

pemberitahuan tertulis dan salinan informasi kepada Pemol';ior

permohonan informasi publik.

keberatan informasi dari pemohon informasi yang formuylirnya

di ruang layanan informasi

|

PT Angkasa Pura | (Persero).

maupun didownload mglalui

asi masing-masing.

emberikan paraf pada

draft pemberitahuan
g Atasan PPID untuk

formasi Kantor Pusat

kantor pusat dan/atau kantor icabang menyampaikan

Informasi.

melengkapi register

menerima pengajuan
dapat diambil langsung
website PPID

Apabila berkas permohonan lengkap diterima oleh Petugés Informasi kantor pusat

dan/atau kantor cabang, jika tidak lengkap dikembalikan ke;pada pemohon informasi

untuk dilengkapi. Selanjutnya Petugas Informasi mengin forma

bahwa PPID akan menindaklanjuti keberatan tersebut.

Petugas Informasi kantor pusat dan/atau kantor cabang

permohonan keberatan dan melakukan verifikasi| keber

sikan kepada Pemohon

melengkapi register

tatan dari  Pemohon.

Revisi : 00
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Selanjutnya melaporkan hasil verifikasi permohonan kel
kantor pusat setelah dilakukan paraf oleh PPID kantor pu
PPID kantor cabang setelah dilakukan paraf oleh PPID k3
Atasan PPID dan/atau Pembina PPID kantor cabang me
permohonan keberatan, menelaah isian formulir kebe

untuk membuat surat pengantar formulir keberatan.

|era“can

sat dar

nto?' (of

.l
nerul'na

ratan ¢

1

PPID kantor pusat dan/atau kantor cabang menerima d

.
sposisi

Pembina PPID kantor cabang kemudian mendisposisika nyz;:l k

Informasi masing-masing untuk membuat surat tan
Pemohon.
Petugas informasi membuat surat tanggapan atas k

meminta persetujuan PPID.

gapar|
|
I

eberatz

5.6.1 lJika setuju akan ditandantangani oleh PPID dan disar

PPID, lanjut ke poin 5.20.

5.6.2 Jika tidak disetujui akan direvisi oleh Petugas
Atasan PPID menandatangani surat tanggapan atas ke
sudah diparaf PPID kantor pusat dan/atau kantor cabai
kepada Petugas Informasi untuk dilakukan registrasi.
Petugas Informasi meregister surat tanggapan atas kebs
tanggapan atas keberatan kepada Pemohon melalui
Petugas Informasi juga dapat menghubungi Pemol
tanggapan atas keberatan.

Apabila Pemohon mengambil secara langsung, Petugas
tanggapan atas keberatan dan meminta Pemohon U

terima surat.

nfon;’masi.

aberiatz

kepada Atasan PPID di
/atau kepada Pembina
\bang.

laporan hasil verifikasi

jan mendisposisi PPID
Atasan PPID dan/atau
embali kepada Petugas
atas keberatan dari

in dari Pemohon dan

hpaikan kepada Atasan

In dari Pemohon yang

ng, kemudian meneruskannya

|
i

2ratan
email,

Jon | ur

Ianrm

dan mengirimkan surat
fax, maupun via pos.

tuk mengambil surat

asi menyerahkan surat

ntulf menandatangani tanda

{
i
|
!

Revisi : 00
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C. Penanganan Sengketa Informasi Publik

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan|secara

PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohgnan

diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi

sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat ipe]rpa
Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa infarmasi
penyelesaian sengketa informasi.
Tim fasilitas sengketa informasi diketuai oleh PPID kantor bus

PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidan |

serta tambahan lain sesuai kebutuhan. 1

Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses pepangar

kepada Atasan PPID.

Atasan PPID mengajukan upaya penyelesaian sengketa Imforn"na

!
Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila

proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasil 1

PPID Kantor Pusat mengkoordinasikan pengumpulan iniorrr?as
unit di kantor pusat dan seluruh PPID di kantor cabang.
PPID Kantor Pusat melakukan klasifikasi informasi berdg sarlfan
serta merta, dan tersedia setiap saat atas usulan Daftar lnfprn
unit kantor pusat dan PPID Kantor Cabang.
PPID kantor pusat menginventarisir jenis klasifikasi inforrpas
bentuk softcopy atau hardcopy. |
PPID kantor pusat menyusun dan memutakhirkan informasi
Publik.

PPID kantor pusat menyampaikan list Daftar Informasi Rublik k

i
!

tertulis kepada Atasan

informasi teregistrasi dan

selama 7 (tujuh) hari
njang lagi.

untuk mengupayakan

:at dan beranggotakan

hukum, pejabat fungsional,

an sengketa informasi

5i Publik kepada Komisi

tanégapan Atasan PPID dalam
!

publik kepada seluruh

sifatnya yakni berkala,

nasi Publik dari seluruh

i yang tersedia dalam

dalam list Daftar Informasi

epada Atasan PPID.

Revisi : 00
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5.6

5.7
5.8

5.9

Atasan PPID memeriksa dan memilah informasi dari PP
sesuai sifatnya yaitu informasi berkala, serta merta, dan
menyampaikannya kepada Petugas Informasi.

Petugas Informasi kantor pusat mengkompilasi pemutakhjran

PPID kantor pusat dan perangkatnya melakukan konsinyasi

D kan

for pusat yang telah

setiap saat, kemudian

Daftar informasi Publik.

pemutakhiran Daftar

informasi Publik dan selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID.

Atasan PPID menerima hasil pemutakhiran Daftar Informasi !Pu lik. Apabila disetujui

Dh%
disetujui maka akan direvisi oleh PPID kantor pusat. ;
|

maka tandatangani dan selanjutnya dilaporkan kepada

5.10 Direktur Utama menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah

5.11 PPID kantor pusat menyebarkan Daftar Informasi Publik

5.12 PPID kantor pusat menyimpan Daftar informasi Publik

E. Pengujian tentang Konsekuensi

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

|
|

Utama kepada seluruh unit di kantor pusat dan seluruh PP

Selanjutnya mempublikasikannya melalui media website PPIq.

vaﬁg

dipublikasikan sebagai arsip.

|
|
|
{
i

PPID Kantor Cabang menyusun usulan atas informasi yang 1

Informasi Publik (informasi yang dikecualikan) untuk dikirimjka
Kantor Pusat melalui PPID Kantor Pusat.

PPID Kantor Pusat menerima usulan dan melakukan kaj

yang

termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi
melibatkan Tim PPID.

PPID Kantor Pusat memberikan pertimbangan terhadap |
selain yang ditetapkan dalam DIP. ‘

PPID Kantor Pusat melakukan koordinasi pengujian kc)nséku
klasifikasi informasi publik.
PPID Kantor Pusat melakukan pengujian konsekuensi dengan

unit-unit terkait.

an ata

permok

r Utama. Jika tidak

imutakhirkan.

yang telah disetujui Direktur

D di kantor cabang.

telah ditetapkan dan

tidak termasuk dalam Daftar

h kepada Atasan PPID

5 informasi yang tidak

dikecualikan) dengan

wonan informasi publik

bnsi untuk melakukan

milibatkan Tim PPiD dan

Revisi : 00

Hallaman :

11-15
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5.6 PPID Kantor Pusat membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Atasan
PPID untuk mendapatkan persetujuan.
5.7 Atasan PPID melakukan review atas hasil pertimbangan tertulis!
5.7.1 Jika tidak disetujui maka PPID Kantor Pusat merevijsi hasi] pertimbangan tertulis
5.7.2 Jika setuju maka menyerahkan hasil pertimbangan|teftulis kepada Direktur

Utama untuk ditetapkan.

5.8 Direktur Utama menetapkan Informasi yang Dikecualikap.

5.9 PPID kantor pusat menyebarkan Informasi yang Dikecu alik%n kepada seluruh unit di

kantor pusat dan seluruh PPID di kantor cabang.

i
{
|

F. Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

5.1 Petugas Informasi mengumpulkan informasi dan doku entési vang sudah ditetapkan

]

sebagai informasi yang dikecualikan dari seluruh unit di ant1or pusat dan seluruh PPID

di kantor cabang, berikut lembar atau keterangan perti baﬁgan uji konsekuensi.

5.2 PPID kantor pusat (berkoordinasi dengan PPID kanto caba g) mengklasifikasikan

informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pen;ge ualian informasi yang

dikecualikan, mengarsipkannya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan.
5.3 PPID kantor pusat (berkoordinasi dengan PPID kantor cabjang;) mengubah informasi
yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi
publik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
dengan persetujuan pimpinan Badan Publik.
5.4 PPID kantor pusat (berkoordinasi dengan PPID kartor 1 cabang) mengelola dan
menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam be}ntt k soft copy dan tempat
penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy depgan tata cara seperti

mengarsipkan dokumen.

Revisi : 00 Halaman: 12-15
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N?. Dokumen | PM/KP-DUS/USC-O7
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PROSEDUR MUTU

Belrlaku Efektif 7 AY ' UZU

PELAYANAN INFORMASI RUBLIK

6.0  INFORMASI TERDOKUMENTASI YANG DISIMPAN
6.1. Surat Keputusan Direksi Tentang Pedoman Pelayanan Infg rma‘si Publik PT Angkasa
Pura | (Persero) ‘
6.2. Daftar Informasi Publik PT Angkasa Pura | (Persero) |
6.3. Surat Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim PPID di Lingi(umgan Kantor Pusat
6.4. Surat Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim PPID di _ingli<ungan Kantor Pusat
7.0 RIWAYAT PERUBAHAN ‘
NO. NO. REVISI TANGGAL I;Sl TERUBAHAN
1. 00 Terbfitan Pertama
i
Revisi : 00 Halaman|: 13-15
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Lampiran 1

DAFTAR KEPATUHAN UNIT KERJA

STANDAR KEPATUHAN
SUBSTANSI K¢

NO.

Pasal/ | KEPATUHAN | R

Instansi | Nomor | Tahun | Perihal
Bab

DDE
5IKO

FUNGSI PIC

&)

0] B (4) (5) (6) 7 (8

(9) (10)

Catatan:

o v oA w

10. Kolom (10) diisi dengan unit kerja setingkat Department

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan instansi, lembaga atau badan yang méngeluarkan peraturan

dan perundangan.
Kolom (3) diisi dengan nomor peraturan dan perundangan
Kolom (4) diisi dengan tahun diterbitkannya peraturan dan

Kolom (5) diisi dengan perihal yang diatur dalam peraturar

perungdangan.

dan pgrundangan.

Kolom (6) bila ada diisi dengan pasal, bab atau bagian yai‘ng memuat substansi

kepatuhan.
Kolom (7) diisi substansi kepatuhan, berupa hal-hal \y
dilaksanakan.

Kolom (8) bila ada diisi dengan kode risiko yang sesuai dar

vang harus dipatuhi atau

profil risiko.

Kolom (9) diisi dengan nama fungsi yang terkait dengan substansi kepatuhan.

Section (untuk Kantor Cabang dan unit kerja setin

melaksanakan substansi kepatuhan.

(untul Kantor Pusat) atau

gkat) lyang berkewajiban

Revisi : 00

quaman : 14-15
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Lampiran 2

DAFTAR PROFIL DAN TINGKAT KEPATUHAN UNIT KERJA

STANDAR KEPATUHAN
N

SUBSTANSI | KODE REALISAS! T_-AI PENYEBAB TINDAK
No. FUNGS] PIC | TINGKAT

KEPATUHAN| RISIKO KEPATUHAN] | KETIDAKPATUHAN LANJUT

Instansi Nomorlrahun Perihal P:s:x)ll K?PA JUHAN
a {
(1| (@ 3 4) | (9) e |[(7) (8) (9) (10} | (11) (12) (13) (14)
Catatan:

1
2.

Nowvsw

oo

10.

11.

12.
13.
14.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan instansi, lembaga atau badan yang me
perundangan.

Kolom (3) diisi dengan nomor peraturan dan perundangan.
Kolom (4) diisi dengan tahun diterbitkannya peraturan dan pe
Kolom (5) diisi dengan perihal yang diatur dalam peraturan da
Kolom (6) bila ada diisi dengan pasal, bab atau bagian yang me

ngeluarkan peraturan dan

i
runcilar
n p?ru

gan.
dangan.

muat substansi kepatuhan.

Kolom (7) diisi substansi kepatuhan, berupa hal-hal y
dilaksanakan.

ng 1h rus dipatuhi atau

Kolom (8) bila ada diisi dengan kode risiko yang sesuai dari profil riisi 0.

Kolom (9) diisi dengan nama fungsi yang terkait dengan substansikepatuhan.

Kolom (10) diisi dengan unit kerja setingkat Department ( ntti:k Kantor Pusat) atau
Section (untuk Kantor Cabang dan unit kerja setingkat) yang b rkew

substansi kepatuhan.

Kolom (11) diisi dengan uraian realisasi pelaksanaan kewajiban sesu

kepatuhan.

Kolom (12) diisi dengan nilai tingkat pemenuhan setiap subst3
Kolom (13) diisi dengan penyebab tidak terpenuhinya substar
Kolom (14) diisi dengan rencana yang akan dilaksanakan
substan

si k<:ep
atas b

jiban melaksanakan

ai dengan substansi

NSsi kejatuhan.

tuhan.
elum terpenuhinya

Revisi : 00

Halaman :

15-15




FLOWCHART PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PT ANGKASA PURA | (PERSERO)

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN
NO PETUGAS PEIUGAS WAKTU
PPID PUSAT INFORMASI PPID CABANG KELENGKAPAN OUTPUT
INFORMASI PUSAT {menit)
CABANG
- O Berkas permohonan dan
| ;
Menerima permohonan informasi publik } kelengkap.annya :
dari pemohon vyang datang langsung ; 2 ol p?rmuhona," Register Permohonan
” 2, Data identitas sesuai kriterianya : , y
ataupun melalui surat permohonan yang Informasi Publik, Tanda
i S T : ; . a. Perorangan : scan KTP 15
dikirimkan via pos, fax, email, dan website Terima Permohonan
By b (P b. Kelompok : scan surat kuasa, scan informes! {Format 1)
PID PT Angkasa Pura | (Persero). ! ‘ etirat ITP g dikuasakan a
i | c. Scan akta pendirian yang disahkan
| | di Kemenkumham
; I
|
1.Berkas permohonan dan
) Mengidentifikasi informasi yang diminta dan kelengkapannya 30 Permohonan di proses/
kelengkapan pendukungnya. | 2. Daftar Informasi Publik AP | tidak di proses
i
1
ap
YES YES
% et Daftar Informasi Publik :
; . | 1. Informasi Berkala i
Informasi tercantum dalam Daftar Informasi \ | Permohonan di proses/
3 i o a | ‘ 2. Informasi Serta Merta 30 s e
Publik (DIP): | WO | i } 3. Informasi Tersedia setiap saat P
‘ 4‘ | 4. Informasi yang dikecualikan
| i
| |
7 Memberikan pemberitahuan tertulis sebagai ' Email PPID sesuai wilayah 30 Pemberitahuan tertulis kepada
bukti diterimanya permohonan. | permohonannya pemohon informasi
i ! =
. | i
: ' ; i | i
Memberikan surst ’ pember}tahuan fce;tu[‘l’.ls' I Email PPID sesuai wilayah 30 Pemberitahuan tertulis kepada
S |kepada pemohon informasi sebagai bukti ! i permohonannya pemohon informasi
keterangan tidak tersedianya informasi. | i
| |
Menyampaikan permohonan informasi yang Surat PPID Utama tentang
6 |diminta pemohon informasi kepada unit Permohonan Informasi permintaan informasi

pemilik informasi atau dokumentasi.

kepada SKPD




Memberikan jawaban atas permohonan

Surat PPID Utama

Surat jawaban SKPD atas

z informasi tentang permintaan informasi kepada 180 permintaan informasi PPID
SKPD Utama
8 Intormasi  yang ciminta dimiliki atau YES
tersedia?
. Memberikan surat pemberitahuan kepada
Pemohon Informasi.
Menganalisa informasi apakah diperlukan Sl e e Keputusan memerlukan
10 |untuk dilakukan pertimbangan atau uji e : i A 30 Uji konsekuensi dari Tim
: e g : informasi PPID Utama .
keonsekuensi dari Tim PPID masing-masing. atau tidak
Menyampaikan permintaan informasi i i i R
11 |kembali kepada unit pemilik informasi / HICE PRI Tean mornast RuBi 60 Salinan informasi publik
& dan PPID Utama
dokumentasi tersebut.
Menyiapkan salinan informasi kepada
12 |Atasan PPID untuk kantor pusat dan Salinan informasi publik 120 Salinan informasi publik
Pembina PPID untuk kantor cabang.
Menyiapkan draft jawaban tertulis atas
permohonan informasi kepada Atasan PPID it i
13 |untuk kantor pusat dan Pembina PPID untuk Salinan informasi publik 30 ter;u":m Exliantan
kantor cabang dengan dibantu oleh Petugas
Informasi masing-masing.
14 el Joan memberl.kan Balef gocd Draft Pemberitahuan tertulis 15 Pemberitahuan tertulis
draft Pemberitahuan Tertulis.
Menyampaikan draft pemberitahuan tertulis
yang telah diparaf dan salinan informasi —
15 kepada Atasan PPID untuk ditandatangani J Salinan informasi publik, 30 Tanda terima salinan

dan  meneruskannya kepada Petugas
informasi Kantor Pusat dan/atau Kantor
Cabang.

Pemberitahuan tertulis

informasi publik
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FLOWCHART PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMAS! PT ANGKASA PURA | (PERSERO}
MUTU BAKUY
PETUGAS PETUGAS
NO URAIAN PROSEDUR KANT
INFORMASI Pm:usxr OR| AvasanpPID|  INFORMASI ”gm" ”"c':'a':':‘:m KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KETERANGAN
_KANTOR PUSAT CABANG
Formulir keberatan,Fotokop!
KTP
bag! pemohon Informas!
IMenerima pengajuan keberatan Infarmasl dari ladalah WNI, atau Fotokopl
{pemohon informasi yang formullrya dapat, akta pendirian dan/ atau SKT Formulir dan
1 |diambil langsung di ruang layanan informasi darl Kesbangpo! atau 15  |fotakopl kartul Harl ke-1
maupun didownload melalui website PPID PT)| Kemendagrii bagl pemoon identitas
Angkasa Pura | (Persero}. linformasl berbentuk badan
hukum Indonesla, disertai
surat kuasa jila pengajuan
keberatan dikuasakan
Formulir
2 |Berkas permohonan lengkap? Formullr keberatan yang 5 keberatan yang terisl Hari ke-1
telah diist
lengkap
3 Mengembalikan berkas permchonan kepada
pemohon informasi untuk dilengkapi.
Menerima berkas permohonan dan selanjutnya
4 |menginformasikan kepada Pemohon bahwa PPID!
akan menindaklanjuti keberatan tersebut.
Melengkapi register permohonan keberatan dan
5 melakukan verifikasi keberatan dari Pemohon, Formulir keberatan yang 5 Formulir, Hari ke-1
kemudian meneruskan kepada PPID kantor pusat telah diist nomor registras|
dan PPID kantor cabang.
Melaporkan  hasil  verifikasi  permohonan I D -
keberatan kepada Atasan PPID di kantor pusat 3
6 |[setelah dilakukan paraf oleh PPID kantor pusat i
dan/atau—kep bina—PPID—kantor 2] ;
setelah dilakukan paraf oleh PPID kantor cabang. !
M i lap hasi-vesifikasi-p h
5 [keberatan, menataah isian formulir keb ; Formullr keberatan yang 5 |Disposisl pari ke-2
dan mendisposisi PPID untuk membuat surat : i telah diisl
pengantar formulir keberatan. : ]
! i
i i
Menerima disposisi Atasan PPID dan / atau
Pembina PPID kantor cabang f i Formulir keberatan yang Formulir
8 disposisikannya kemball kepada Petugas| i ! telah dilsi, ATK, S  |keberatanyang telah Hari ke-2
Informasi untuk membuat surat tanggapan atas ! f gkat komp dlisi, Surat pengantar
keberatan dari Pemohon. i i




s Membuat surat tanggapan atas keberatan darl ey Formullr keberatan yang 60 Draft telaahan
Pemohon dan meminta persetujuan PPID. i telah dilsl, disposisi staf Harlke-4
10 [Surat tanggapan atas keberatan darl Pemoh -_@
disetujui? Y
7
|Merevisi surat tanggapan atas keberatan darl t
11 i YES '
Pemochon. i
i
Telahaan staf
Melakukan paraf pada surat tanggapan atas m
12 n parat p B8apa Draft tefaahan staf 3 |yangtelah ditanda Harike:5
keberatan dari Pemchon.
Menandatangani surat tanggapan atas keb
13 dari  Pemohon, di skannyat
kepada Petugas Informasi untuk dilakukan
registrasl.
Meregister surat tanggapan atas keberatan dan
mengirimkan surat tanggapan atas keberatan
kepada Pemchon melalui emal], fax, maupun via Telahaan staf atas Rekomendasi
14 pos. Petugas Informasi juga dapat menghubungi keb 10 atas keberatan Harlke-6 5.d 13
Pemohon untuk mengambii surat tanggapan atas
keberatan,
Menyerahkan surat tanggapan atas keberatan
kepada Pemchon dan Inta Pemohon untuk Rekomendasl atas Disposisi untuk
15 5 Imelaksanakan Harl ke-12
menandatangani tanda terima surat. (Apabila keberatan |rekomendas]
Pemohon mengambii secara langsung)

Jakarta, 23 April2020
Mice President Corporate Secretary

AL

Handy Heryudhitiawan
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FLOWCHART PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PT ANGKASA PURA | (PERSERO)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PETUG
A% PPID KANTOR PUSAT ATASAN PPID DIREKTUR UTAMA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KRIEANGAN
INFORMASI
Mengkoordinasikan pengumpulan informasi Surat permohonan Usulan Daftar

1 |publik kepada seluruh unit di kantor pusat usulan daftar Informasi
dan seluruh PPID di kantor cabang. informasi publik Publik
Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan
sifatnya yakni berkala, serta merta, dan Usulan Daftar Draft Daftar

2 |tersedia setiap saat atas usulan Daftar Informasi Informasi
Informasi Publik dari seluruh unit kantor Publik Publik
pusat dan PPID Kantor Cabang.

Menginventarisir jenis klasifikasi informasi

3 Et di dalim bentuk soft at;u Draft Daftar Informasi Daftar Informasi
yang tersedia uk softcopy publik Publik
hardcopy.

: Menyusun dan memutakhirkan informasi Draft Daftar Informasi Daftar Informasi
dalam list Daftar Informasi Publik. Publik Publik

: Menyampaikan list Daftar Informasi Publik Draft Daftar Informasi Daftar Informasi
kepada Atasan PPID, Publik Publik
Memeriksa dan memilah informasi dari PPID

s it
?(antor ps.lsat il R SIfe:jtnva yal| i Draft Daftar Informasi Daftar Informasi

6 |informasi berkala, serta merta, dan setiap publik Publik
saat, kemudian menyampaikannya kepada
Petugas Informasi.

; Mengkompilasi pemutakhiran Daftar - Draft Daftar Informasi Daftar Informasi
Informasi Publik. Publik Publik
Meiakukefn kor?slnyas: penTutakhlre-ln Daft‘ar Draft Daftar Informasi Daftar Informasi

8 |Informasi Publik dan selanjutnya disampaikan — publik Publik
kepada Atasan PPID.

i ! Khi Daft Draft Daftar Informasi A R

B Menenm.a P.xastl pemutakhiran aftar r Publik yang sudah b nfo
Informasi Publik. : dimutakhirkan

|

|

T
10 |Hasil pemutakhiran disetujui?
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FLOWCHART PENGUJIAN KONSEKUENSI PT ANGKASA PURA | (PERSERO)

NO

PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

PPID KANTOR
PUSAT

ATASAN PPID

PPID KANTOR
CABANG

DIREKTUR UTAMA

KELENGKAPAN

WAKTU

QUTPUT

KETERANGAN

Menyusun usulan atas informasi yang tidak
termasuk dalam Daftar Informasi Publik
(informasi  yang  dikecualikan)  untuk
dikirimkan kepada Atasan PPID Kantor Pusat.

1. Surat permohonan
usulan dari Atasan PPIS
(kantor pusat)

2. Daftar informasi dari
unit-unit

Surat permohonan,

surat jawaban atas permohonan
Informasi, permohonan
keberatan

Menerima usulan dan melakukan kajian atas
informasi yang tidak termasuk dalam Daftar

G

Daftar usulan informasi

Daftar usulan informasi yang

2 : : i . dikecualikan dari
Informasi Publik (informasi yang ;:Tg Cabang dikecualikan dari PPID Cabang
dikecualikan) dengan melibatkan Tim PPID.
|
i
) ; { Surat
Memberikan pertimbangan terhadap 3 Daftar usulan informasi s:::t “;:;:’Z:D;::' TSI
3 |permohonan informasi publik selain yang yang dikecualikan dari lnfornj1asi permuhnF:'lan
i ] P b 4
ditetapkan dalam DIP. | PID Cabang keberatan, notulensi
Surat permohonan, &
. " - ] Berita acara
Melakukan koordinasi pengujian Surat jawaban atas engujian konsekuensi, daftar
4 |konsekuensi untuk melakukan klasifikasi permehonan Informasi, :adir jdraft <K pengujia’n
informasi publik. Permchonan Keberatan, kuns;kuensi
Notulensi
Berita acara
g Melakukan pengujian konsekuensi dengan Draft penetapan pengujian konsekuensi, daftar
melibatkan Tim PPID dan unit-unit terkait. pengujian konsekuensi hadir, draft SK pengujian
konsekuensi
: . . Berita acara
Membuat hasil_pertimbangan_tertulis da: Draft penetapan pengulian konsekuensi, daftar
& |dilaporkan kepada Atasan PPID untu pengujian konsekuensi hadir, draft SK pengujian
mendapatkan persetujuan. konsekuensi
Berita acara
5 |Melakukan review atas hasil pertimbangan SK Pengujian pengujian konsekuensi, daftar
tertulis. konsekuensi hadir, draft SK pengujian
konsekuensi
Draft penetapan
8  |Hasil pertimbangan tertulis disetujui? e pengujian Hasil pertimbangan tertulis
konsekuensi

NO
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PELAKSANA MUTU BAKU
b el PETUGAS PPID KANTOR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT g
INFORMASI PUSAT
1 2 3 4 5 6 7 8
Form Daftar Informasi  |Tentatif Daftar Informasi Publik
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah Yang Dikecualikan,
ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Lembar Pengujian
1 |seluruh unit di kantor pusat dan seluruh PPID di kantor Konsekuensi
cabang, berikut lembar atau keterangan pertimbangan uji et
konsekuensi.
Daftar Informasi Tentatif Daftar Informasi Publik Berkoordinasi dengan
Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan b Yang Dikecualikan PPID kantor cabang
5 berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi yang
dikecualikan, mengarsipkannya berdasarkan urutan jangka
waktu penyimpanan.
Lembar Pertimbangan  |Sesuai Daftar Informasi Publik Berkoordinasi dengan
Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis Uji Konsekuensi peraturan PPID kantor cabang
jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik UU yang
3 |dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlaku
berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan
Badan Publik.
i : : Alat Tulis Kantor Tentatif Daftar Informasi Publik Berkoordinasi dengan
Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang PPID kantor cabang
i dikecualikan calam bentuk soft copy dan tempat

penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan
tata cara seperti mengarsip dokumen.

Jakarta, 23 April 2020

{yVice President Corporate Secretary

| —

Handy Heryudhitiawan




